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Abstrak: Perkembangan Perseroan Terbatas Terbuka setelah berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas serta
Implementasi Undang-Undang No 28 tahun 2004 mengenai Yayasan memiliki dampak yang signifikan terhadap hukum
perusahaan suatu yayasan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pemahaman dan kesadaran pihak terkait terhadap
Undang-Undang tersebut, efektivitas pengawasan dari pihak berwenang, serta tantangan yang dihadapi yayasan dalam
mengimplementasikan ketentuan hukum tersebut. Metode riset ini dilaksanakan dengan riset kualitatif serta dengan
langkah studi kasus. Teknik mengambilan data antaranya wawancara, observasi, serta studi dokumen, dengan analisis
data kualitatif. Temuan riset memperlihatkan pemahaman dan kesadaran terkait Undang-Undang tersebut masih perlu
ditingkatkan, pengawasan dari pihak berwenang perlu diperkuat, dan yayasan menghadapi tantangan seperti
keterbatasan sumber daya. Untuk mengatasi tantangan tersebut, kerja sama, peningkatan kapasitas, dan peningkatan
transparansi diperlukan.
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Abstract: The development of Public Limited Liability Companies after the enactment of
the Limited Liability Company Law and the implementation of Law No. 28 of 2004
concerning Foundations has had a significant impact on the company law of a foundation.

This research aims to understand the understanding and awareness of relevant parties
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Pendahuluan

regarding the law, the effectiveness of supervision by the authorities, and the challenges
faced by foundations in implementing the legal provisions. This research method was
carried out using qualitative research and case study steps. Data collection techniques
include interviews, observation, and document study, with qualitative data analysis.
Research findings show that understanding and awareness regarding this law still needs
to be improved, supervision from the authorities needs to be strengthened, and foundations
face challenges such as limited resources. To overcome these challenges, cooperation,
capacity building and increased transparency are needed.

Keywords: limited Companies; Foundation; Law No. 28 of 2004.

Perseroan Terbatas (PT) yaitu salah satu tipe lembaga bisnis atau entitas yang diakui

dalam kerangka hukum perdagangan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 1
Tahun 1995 mengenai Perseroan Terbatas, PT adalah badan hukum yang terbentuk melalui
kesepakatan, menjalankan operasi bisnis dengan kapital yang terbagi dalam saham, serta
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tunduk pada syarat yang diatur oleh UU tersebut juga petunjuk eksekusinya. Tambahan
pula, dalam Pasal 1 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT Diungkapkan
sebagai entitas legal yang yaitu kolektif modal, terbentuk melalui kesepahaman,
melaksanakan aktivitas usaha dengan kekayaan yang sepenuhnya terbagi pada saham,
serta mematuhi ketetapan yang tercantum di regulasi tersebut serta petunjuk
implementasinya.

Perusahaan terbuka (Tbk) yaitu perusahaan publik, yaitu perseroan yang memiliki
saham yang dimiliki oleh minimal 300 (tiga ratus) pemegang saham serta mempunyai
modal disetor setidaknya Rp. 3.000.000.000,00/selaras pada total pemegang saham serta
modal disetor yang diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah. Perseroan yang
memenuhi kriteria tersebut digolongkan sebagai perusahaan terbuka atau perusahaan
publik, yang berarti sahamnya dapat diperdagangkan oleh masyarakat luas. Menurut Pasal
1 nomor 7 UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, Perusahaan Terbuka
dinyatakan sebagai Perusahaan Publik atau Perusahaan yang melaksanakan penawaran
umum saham, sejalan dengan regulasi hukum di sektor pasar modal. Perusahaan Publik
adalah Perusahaan yang sesuai standar total pemilik saham dan kapital disetor selaras pada
persyaratan regulasi di sektor pasar modal.

Masyarakat umum mengenal perusahaan terbuka sebagai entitas yang menjual
sahamnya kepada publik. Namun, mereka sering tidak mengetahui secara pasti persentase
atau total minimum pemegang saham yang diperlukan. Para investor biasanya terfokus
pada kinerja atau prospek perusahaan terbuka tanpa memperhatikan jumlah saham yang
tersedia. Banyak pelaku finansial perseorangan mengikuti fluktuasi nilai saham di pasar
tanpa memperhatikan rincian total saham yang dipasarkan. Total saham yang tersedia
untuk umum akan berdampak pada aktivitas perdagangan saham. Semakin besar total
saham yang dipasarkan, semakin tinggi likuiditasnya. Dengan adanya lebih banyak saham
yang tersedia guna diperdagangkan, hal ini akan menarik minat lebih banyak pelaku pasar,
sehingga meningkatkan volume perdagangan yang terjadi.

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, perusahaan terbuka Ditetapkan
sebagai entitas publik yang menjalankan penawaran umum saham. Berdasarkan Hukum
Pasar Modal, entitas terbuka adalah organisasi yang memiliki setidaknya 300 pemilik
saham dan modal yang disetor paling tidak Rp 3.000.000.000. Meskipun, jika suatu
organisasi melakukan penawaran umum namun tidak memenuhi standar 300 pemilik
saham dan modal disetor setidaknya Rp 3.000.000.000, maka organisasi tersebut tidak
dianggap sebagai entitas terbuka. Total pemegang saham yang mencapai 300 orang juga
berdampak pada volume transaksi harian saham. Jika dalam suatu periode terdapat
investor yang mengakumulasi saham, perusahaan mungkin berisiko tidak lagi memenuhi
kriteria sebagai perusahaan terbuka. Perbedaan definisi antara peraturan yang satu dengan
yang lain dapat menyebabkan kebingungan bagi para pelaku usaha dan regulator, sehingga
menciptakan ketidakpastian hukum.

Yayasan adalah salah satu jenis usaha. Yayasan sebagai badan hukum mempunyai 2
sisi, yaitu sisi yang berfungsi sebagai lembaga sosial serta sisi yang berfungsi sebagai
organisasi korporasi. Meskipun yayasan tidak diwajibkan untuk menghasilkan keuntungan
agar dapat beroperasi sebagai lembaga sosial, mereka diperbolehkan menggunakan
kelebihan dananya untuk tujuan amal. Karena suatu yayasan mendapat pengakuan dan
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hak khusus dari pemerintah, maka kehadirannya memang memberikan manfaat tersendiri.
Penerapan Undang-Undang No 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No
16 tahun 2001 tentang Yayasan merupakan hal yang penting dalam konteks hukum
perusahaan bagi suatu yayasan. Yayasan sebagai badan hukum non-profit memiliki peran
yang sangat vital dalam mendukung berbagai kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, dan
lain sebagainya.

Dalam konteks hukum perusahaan, penerapan Undang-Undang No 28 tahun 2004
memiliki dampak yang signifikan bagi yayasan. Yayasan diwajibkan untuk menjalankan
aktifitas operasionalnya selaras pada prinsip-prinsip hukum yang berlangsung, juga pada
hal pengelolaan keuangan, pelaporan keuangan, audit, serta pemenuhan kewajiban
perpajakan. Dengan mematuhi Undang-Undang tersebut, yayasan dapat menjaga reputasi
dan keberlanjutan operasionalnya. Selain itu, implementasi Undang-Undang No 28 tahun
2004 juga memberikan dasar hukum bagi pemerintah dan pihak terkait untuk mengawasi
dan mengontrol kegiatan yayasan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan,
tindakan korupsi, atau pelanggaran hukum lainnya. Dengan adanya mekanisme
pengawasan yang ketat, diharapkan yayasan dapat beroperasi dengan baik serta memberi
dampak positif yang maksimal ke masyarakat.

Permasalahan terkait implementasi Undang-Undang No 28 tahun 2004 pada hukum
perusahaan suatu yayasan dapat bermacam-macam. Salah satu problematika yang sering
timbul yaitu kurangnya pemahaman pada ketentuan yang ada di Undang-Undang
tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengelolaan yayasan, termasuk
dalam hal pembukuan, pelaporan keuangan, atau pemenuhan kewajiban perpajakan.
Selain itu, permasalahan lain yang sering timbul adalah kurangnya pengawasan yang
efektif dari pihak berwenang terhadap kegiatan yayasan, sehingga meningkatkan risiko
terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan korupsi.

Metode

Dalam melakukan penelitian terkait Perkembangan Perseroan Terbatas Setelah
Berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas serta implementasi Undang-Undang No
28 tahun 2004 terhadap hukum perusahaan suatu yayasan, peneliti perlu merancang
metode penelitian yang tepat guna mengumpulkan data yang diperlukan. Desain riset yang
dapat dimanfaatkan yaitu riset kualitatif. Riset kualitatif memungkinkan guna mendalami
pemahaman, persepsi, dan pengalaman para responden terkait perkembangan perseoran
terbatas dan implementasi Undang-Undang tersebut dengan lebih mendalam. Hal ini dapat
memberikan gambaran yang komprehensif terkait permasalahan, urgensi, dan tujuan
implementasi Undang-Undang tersebut.

Langkah analisa data yang bisa di manfaatkan yaitu analisa kualitatif. Data yang di
ijjinkan dari wawancara, observasi, juga studi dokumen akan analisa dengan mendalam
untuk mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan kesimpulan yang muncul terkait
perkembangan perseroan terbatas setelah berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas
dan implementasi Undang-Undang No 28 tahun 2004 pada hukum perusahaan suatu
yayasan. Analisis tersebut bisa dilaksanakan secara manual/menggunakan software khusus
guna analisa data kualitatif seperti Nvivo/MAXQDA. Dengan demikian, metode penelitian
yang digunakan diharapkan bisa memberi pendalaman yang komprehensif dan jelas.
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Hasil dan Pembahasan

Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri di Indonesia
Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1967 dan UU Nomor 6 Tahun 1968

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 menetapkan penanaman modal asing,
sebagaimana diatur di peraturan tersebut, hanya investasi luar negeri langsung yang
dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang tercantum dalam Peraturan Nomor 1 Tahun
1967, serta dimanfaatkan guna aktifitas operasional perusahaan di wilayah Indonesia.
Dalam konteks ini, penyandang dana secara langsung menanggung risiko dari investasi
tersebut. Lebih lanjut, Pasal 2 Peraturan Nomor 1 Tahun 1967 menyebutkan modal asing
yang dimaksud di aturan ini terdiri atas: instrumen keuangan internasional yang bukan
merupakan bagian dari sumber daya devisa domestik, fasilitas usaha termasuk inovasi
terbaru yang dimiliki oleh individu non-warga negara dan barang-barang yang diimpor ke
wilayah Indonesia tanpa menggunakan sumber daya devisa domestik, serta sebagian dari
keuntungan usaha yang diizinkan untuk dipindahkan tetapi dialokasikan untuk
mendukung kegiatan operasional perusahaan di Indonesia.

Namun, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 mengatur mengenai penanaman
modal secara tidak langsung. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 mendefinisikan
Aset negara sebagai bagian dari kekayaan penduduk Indonesia, termasuk hak serta
properti pemerintah, perusahaan lokal swasta, atau perusahaan asing swasta yang
beroperasi di wilayah Indonesia, dan dialokasikan atau disediakan guna aktivitas bisnis,
selama aset tersebut tidak ditetapkan Pasal 2 Peraturan No. 1 Tahun 1967. Entitas swasta
yang dimaksud dalam regulasi ini adalah individu atau entitas hukum yang didirikan
selaras pada perundang-undangan yang berjalan di Indonesia, dan memiliki aset negara.

Pemerintah mengeluarkan Keppres Nomor 1 Tahun 1986 untuk mengatur status
penanaman modal PT Tbk. Aturan ini mengindikasikan suatu bisnis penanaman modal
asing (PMA) yang sudah selaras setidaknya 1 dari 2 syarat yang disebutkan akan
diperlakukan serupa dengan perusahaan penanaman modal domestik (PMDN):

1. Setidaknya 51% dari total saham dimiliki oleh pemerintah/entitas swasta nasional,
serta saham tersebut tersedia guna dibeli di pasar modal.
2. Minimal 51% sahamnya dijual melalui pasar modal.

Dalam kedua kondisi tersebut, minimal 20% saham yang ditawarkan melalui pasar
modal harus diberikan perlakuan yang sama seperti perusahaan yang dibentuk
berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Aturan
yang sebelumnya diatur dalam Keppres Nomor 1 Tahun 1986 kemudian dimodifikasi
melalui Keppres Nomor 50 Tahun 1987. Dalam Keppres Nomor 50 Tahun 1987, dinyatakan
bahwa perusahaan PMA yang memiliki minimal 45% saham dimiliki bersama oleh entitas
pemerintah dan/atau swasta domestik, dengan 20% dari keseluruhan saham yang tersedia
guna dibeli di pasar modal, maka perusahaan tersebut akan diperlakukan sama seperti
perusahaan PMDN.

Berdasarkan analisis terhadap UU Nomor 6 Tahun 1968 jo UU Nomor 1 Tahun 1967,
serta Keppres Nomor 1 Tahun 1986 jo Keppres Nomor 50 Tahun 1987, bisa di tarik hasil
akhir sebagian hal terkait status penanaman modal PT Tbk di rezim UU Nomor 1 Tahun
1967 serta UU Nomor 6 Tahun 1968, yaitu:
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1. Perusahaan yang mencatatkan sahamnya di pasar modal juga terikat pada regulasi
penanaman modal, termasuk ketentuan terkait klasifikasi sebagai penanaman modal
dalam negeri (PMDN)/penanaman modal asing (PMA).

2. Jika tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden No. 1 Tahun
1968 bersamaan dengan Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1987, perusahaan yang
memperdagangkan sahamnya di pasar modal akan dianggap sebagai PMA.

3. Perusahaan bisa memperoleh status PMDN apabila sesuai persyaratan yang diatur
di Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1968 serta Keputusan Presiden No. 50 Tahun
1987.

Di tahun 2007, pemerintah Indonesia mengeluarkan aturan baru yang mengganti UU
No. 1 Tahun 1967 serta UU No. 6 Tahun 1968 serta semua peraturan perubahannya, yaitu
UU Nomor 25 Tahun 2007. Pada UU tersebut, penanaman modal asing serta penanaman
modal domestik diatur di 1 undang-undang. Akan tetapi, UU No. 25 Tahun 2007 tidak
dengan otomatis mencabut seluruh aturan pelaksana dari UU No. 1 Tahun 1967 dan UU
Nomor 6 Tahun 1968 serta peraturan perubahannya. Ini dijelaskan di Pasal 37 UU No. 25
Tahun 2007 yang menyatakan ketika undang-undang tersebut mulai berlaku, seluruh
ketetapan aturan hukum yang yaitu turunan dari UU No. 1 Tahun 1967 serta perubahan-
perubahannya serta UU Nomor 6 Tahun 1968 serta perubahan-perubahannya tetap berlaku
selama tidak bertentangan juga belum diubah dengan peraturan baru yang berdasarkan
pada UU No. 25 Tahun 2007. Pada Pasal 1 ayat 1 UU No. 25 Tahun 2007, penanaman modal
dipaparkan sebagai sebuah aktifitas menanamkan modal, baik investor domestik/investor
asing guna melaksanakan bisnis di wilayah Indonesia. Penanaman modal domestik
berlandaskan UU No. 25 Tahun 2007 diartikan sebagai aktifitas menanamkan modal guna
melaksanakan bisnis di Indonesia yang dilaksanakan investor domestik dengan
memanfaatkan modal dari dalam negeri.

Di tahun 2013, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia
mengeluarkan Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 yang merupakan peraturan
turunan dari UU Nomor 25 Tahun 2007 yang dalam beberapa bagian mengatur tentang
investasi di dalam Perusahaan Terbuka. Di dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun
2013, regulasi tentang Perusahaan Terbuka dapat ditemukan di Pasal 49 dan 50. Menurut
Pasal 49 dan Pasal 50 Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013, terlihat bahwa
peraturan tersebut juga mengatur tentang investasi yang dilaksanakan di pasar
modal/melalui bentuk investasi tidak langsung dikarenakan regulasi ini juga mengatur
terkait status investasi Perusahaan Terbuka. Selanjutnya, Peraturan Kepala BKPM Nomor
5 Tahun 2013 juga menetapkan pengendali Perusahaan Terbuka sebagai penentu apakah
Perusahaan Terbuka dikategorikan sebagai Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman
Modal Dalam Negeri (PMDN). Selain itu, sesuai dengan regulasi ini, Perusahaan Terbuka
memiliki tanggung jawab yang sama dengan perusahaan PMA jika termasuk golongan
PMA berlandaskan entitas pengendali.

Demikian, di tahun itu juga, BKPM menarik ketentuan itu dengan Peraturan Kepala
BKPM Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 terkait Perubahan atas Peraturan Kepala BKPM
Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 mengenai Panduan serta Tata Cara Perizinan juga
Nonperizinan Penanaman Modal. Sampai dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun
2018 tentang Panduan dan Tata Cara Perizinan serta Fasilitas Penanaman Modal
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sebagaimana dimodifikasi Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2019, tidak ada lagi
regulasi tentang status penanaman modal Perusahaan Terbuka.

Pemahaman Dan Kesadaran Pihak-Pihak Terkait, Termasuk Pengurus Yayasan Dan
Anggota Yayasan, Terhadap Ketentuan-Ketentuan Yang Terdapat Dalam Undang-
Undang No 28 Tahun 2004 Mengenai Yayasan

Daftar perusahaan berlandaskan UU No. 3 Tahun 1982 yaitu daftar resmi yang
diselenggarakan berlandaskan ketetapan UU ini/aturan pelaksanaannya. Di dalamnya
berisikan informasi setiap perusahaan wajib melakukan pendaftaran dan telah disahkan
oleh pejabat kantor pendaftaran perusahaan. Pembatasan ini memperjelas bahwa dokumen
resmi yang berisi informasi yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan merupakan
substansi atau isi daftar perusahaan.

Dalam konteks implementasi UU No. 28 tahun 2004 mengenai yayasan, pemahaman
dan kesadaran pihak terkait, termasuk pengurus yayasan dan anggota yayasan, terhadap
ketetapan-ketetapan yang ada di UU tersebut memiliki peran yang sangat penting.
Pemahaman yang baik akan memungkinkan yayasan untuk beroperasi sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku, menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan dalam
menjalankan aktivitas yayasan. Namun, seringkali terdapat tantangan dalam hal
pemahaman dan kesadaran terkait dengan Undang-Undang tersebut. Pemahaman yang
kurang mendalam pada ketetapan UU No 28 tahun 2004 dapat menjadi hambatan dalam
menjalankan yayasan dengan baik. Pengurus yayasan dan anggota yayasan mungkin tidak
sepenuhnya memahami prosedur pendirian yayasan, struktur organisasi yang diharuskan,
tata cara pengelolaan keuangan yang benar, pelaporan kegiatan yang tepat, serta prosedur
pembubaran yayasan jika diperlukan. Kurangnya pemahaman ini dapat mengakibatkan
kesalahan dalam pengelolaan yayasan, pelanggaran hukum, atau ketidaksesuaian dengan
ketentuan yang berlaku.

Kesadaran terhadap pentingnya pemahaman yang baik terhadap Undang-Undang
No 28 tahun 2004 juga menjadi hal yang krusial. Dengan kesadaran yang tinggi, pihak-
pihak terkait akan lebih cenderung untuk mengikuti aturan yang berlaku, menjalankan
yayasan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, serta melakukan upaya untuk
meningkatkan pemahaman mereka terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Kesadaran
ini juga dapat mendorong terciptanya budaya kepatuhan dan akuntabilitas di dalam
yayasan, yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi reputasi yayasan dan
kepercayaan masyarakat. Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pihak-pihak
terkait terhadap Undang-Undang No 28 tahun 2004, langkah-langkah edukasi dan
sosialisasi mengenai ketentuan undang-undang tersebut dapat dilakukan secara berkala.
Pelatihan, workshop, seminar, atau penyediaan materi panduan yang mudah dipahami
dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran terkait dengan aturan yang
berlaku(Rambe, 2016). Selain itu, penting juga untuk memperkuat mekanisme komunikasi
internal di yayasan guna memastikan bahwa informasi terkait Undang-Undang tersebut
dapat tersampaikan dengan jelas dan tepat kepada seluruh pihak yang terlibat. Dengan
demikian, pemahaman dan kesadaran yang baik terhadap UU No 28 tahun 2004 dapat
membantu yayasan dalam menjalankan aktivitasnya secara efektif, transparan, serta selaras
pada prinsip hukum yang berlaku.
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Pengawasan dan monitoring dari pihak berwenang pada kegiatan yayasan menjadi
prioritas guna menjamin aktifitas pada Undang-Undang. Yayasan merupakan entitas
nirlaba yang berperan dalam memberikan kontribusi sosial bagi masyarakat. Namun,
karena yayasan biasanya didirikan untuk kepentingan umum, pengawasan yang efektif
diperlukan agar kegiatan yayasan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah
satu cara yang efektif untuk melakukan pengawasan adalah melalui audit dan pemeriksaan
secara berkala terhadap laporan keuangan yayasan. Dalam hal ini, pihak berwenang dapat
melakukan audit independen terhadap laporan keuangan yayasan guna memastikan
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana yayasan. Dengan adanya audit ini, potensi
penyalahgunaan dana yayasan dapat diminimalkan dan kepatuhan terhadap perundang-
undangan dapat dipertahankan.

Selain itu, pihak berwenang juga perlu melakukan pemantauan terhadap program-
program yang dilaksanakan oleh yayasan. Monitoring ini penting untuk memastikan
bahwa kegiatan yayasan selaras dengan sasaran dan visi misi yang telah didefinisikan.
Dengan cara ini, pihak berwenang dapat memastikan bahwa yayasan tidak hanya
mematuhi peraturan, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat yang diinginkan bagi
masyarakat. Selain itu, kerja sama antara pihak berwenang dengan pihak internal yayasan
juga merupakan hal yang penting dalam memastikan kepatuhan terhadap Undang-
Undang. Pihak berwenang perlu memberikan pemahaman yang cukup kepada pengurus
yayasan mengenai aturan-aturan yang berlaku sehingga mereka dapat memahami dan
melaksanakan tugas mereka secara optimal. Dengan keberadaan interaksi yang efektif
pihak berwenang dan yayasan, potensi pelanggaran terhadap Undang-Undang dapat
diminimalkan.

Yayasan sebagai entitas nirlaba seringkali menghadapi berbagai tantangan dalam
mengimplementasikan ketetapan yang ada di UU No 28 tahun 2004. Sebagian tantangan
utama yang dihadapi adalah terkait dengan keterbatasan sumber daya, baik dari segi
keuangan/SDM. Yayasan seringkali memiliki keterbatasan dana untuk mengelola
operasionalnya, seperti biaya administrasi, kegiatan sosial, dan lain sebagainya. Selain itu,
keterbatasan sumber daya manusia juga bisa menjadi hambatan dalam
mengimplementasikan ketentuan Undang-Undang, terutama dalam hal pemahaman
terhadap regulasi yang berlaku dan kemampuan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan
ketentuan tersebut.

Selain itu, perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah yang terus-menerus juga
menjadi tantangan bagi yayasan dalam menjalankan kegiatan mereka. Yayasan perlu terus
memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka agar tetap sesuai dengan peraturan
yang berlaku. Tantangan lainnya adalah terkait dengan transparansi dan akuntabilitas.
Yayasan perlu memastikan bahwa laporan keuangan dan kegiatan mereka dapat
dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pihak berwenang dan masyarakat
umum. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, yayasan dapat melakukan
beberapa upaya. Pertama, penting bagi yayasan untuk meningkatkan kerja sama dan
kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga pengawas, dan pihak
lain yang memiliki kepentingan terkait kegiatan yayasan. Kerja sama ini dapat membantu
yayasan dalam memperoleh dukungan, saran, dan bantuan yang diperlukan dalam
menjalankan kegiatan mereka.
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Selain itu, yayasan juga perlu mengembangkan kapasitas sumber daya manusia
mereka dengan pelatihan serta pendidikan. Dengan meningkatkan pemahaman dan
keterampilan anggota yayasan terkait dengan regulasi yang berlaku, yayasan dapat lebih
mudah mengimplementasikan ketentuan-ketentuan Undang-Undang. Selain itu, yayasan
juga perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan kegiatan
mereka agar dapat memperoleh kepercayaan dari pihak-pihak terkait. Mengatasi tantangan
yang dihadapi oleh yayasan dalam mengimplementasikan ketentuan Undang-Undang No
28 tahun 2004 memerlukan kerja sama, peningkatan kapasitas, dan peningkatan
transparansi. Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, diharapkan yayasan dapat
menjalankan kegiatan mereka secara efektif serta selaras pada ketetapan yang berjalan.

Kesimpulan

Sebelum terbitnya UU Nomor 25 tahun 2007, Perusahaan Terbuka (PT Tbk) memiliki
klasifikasi investasi serta persyaratan yang jelas guna dipilah sebagai PMA/PMDN. Ini
disebabkan oleh UU Nomor 1 tahun 1968 yang mengakui investasi tidak langsung, serta
adanya ketentuan berhubungan pada kriteria penetapan status investasi PMDN PT Tbk
dalam regulasi pelaksana UU Nomor 1 tahun 1967 dan UU No. 1 tahun 1968, seperti di
Keputusan Presiden No. 17 tahun 1986 serta bersamaan Keputusan Presiden No. 50 tahun
1987. Sementara itu, setelah diberlakukannya UU Nomor 25 tahun 2007, PT Tbk, karena
investasinya tidak langsung/dilaksanakan dengan portofolio, dikecualikan dari regulasi
investasi karena sesuai dengan Pasal 2 UU Nomor 25 tahun 2007, regulasi investasi yang
diatur dalam UU No. 25 tahun 2007 hanya berlaku untuk investasi langsung. Ini juga
didukung pengecualian PT Tbk dari daftar investasi negatif sejak Peraturan Presiden
Nomor 39 tahun 2010 hingga Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2016. BKPM sebelumnya
mengeluarkan peraturan berupa Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 tahun 2013 yang
menetapkan mengenai status investasi PT Tbk yang kriteria penentuannya ditetapkan
pihak pengendali PT Tbk. Namun, di tahun yang sama, peraturan tersebut dicabut di
Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 tahun 2013.

Dalam menjalankan kegiatan yayasan selaras pada ketetapan yang ada di Undang-
Undang No 28 tahun 2004, yayasan dihadapkan pada berbagai tantangan seperti
keterbatasan sumber daya, perubahan regulasi, serta transparansi dan akuntabilitas. Untuk
mengatasi tantangan-tantangan tersebut, yayasan perlu meningkatkan kerja sama dengan
pihak terkait, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan meningkatkan
transparansi dalam melaksanakan kegiatan mereka. Dengan melakukan upaya-upaya ini,
diharapkan yayasan dapat menjalankan kegiatan mereka secara efektif, mematuhi regulasi
yang berlaku, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Dengan
demikian, yayasan dapat terus berkontribusi dalam pembangunan sosial dan kesejahteraan
masyarakat sesuai dengan tujuan mereka didirikan.
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